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RINGKASAN 

Secara umum penyidikan dapat diartikan sebagai pintu gerbangnya hukum acara 

pidana, bukan pekerjaan yang mudah untuk melakukan penyidikan dimana 

seorang penyidik harus dapat melalukan tugas menyaring suatu peristiwa umum 

dan kemudian menguraikan apakah masuk dalam peristiwa yang diduga sebagai 

perbuata pidana atau bukan. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 33 ayat 1 huruf B, disampaikan bahwa 

“membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan”. Secara 

normatif, dapat kita ketahui bahwa praperadilan mempunyai objek untuk menguji 

sah tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian 

penuntutuan, penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka. Pengertian 

daluwarsa merupakan habisnya batas waktu yang menjadi gugurnya atau 

hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang 

yang melakukan sebuah tindak pidana. KUHP menjelaskan bahwa pada dasarnya 

semua pelaku dari suatu tindak pidana harus dituntut di pengadilan pidana, akan 

tetapi Undang-Undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan 

dalam hal-hal tertentu, misalnya daluwarsa 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis tentang 

ketentuan daluarsa pada tahap penyidikan, dan menganalisis tentang akibat hukum 

terhadap perkara daluarsa dalam tahap penyidikan. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian 

sistematik hukum, yakni penelitian yang dilakukan pada peraturan perundang-

undangan tertentu atau aturan-aturan hukum tertulis yakni peraturan yang 

berkaitan dengan Daluarsanya suatu penyidikan. Sesuai dengan sifat penelitian 

hukum yang digunakan yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) terhadap 

peraturan yang berkaitan dengan tema pembahasan serta digunakan pendekatan 

konsep (conceptual approach). Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian 

ini, digunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang 

dianalisis menggunakan langkah-langkah normatif dan pembahasan yang 

dilakukan secara preskriptif. Kemudian bahan hukum tersebut akan diolah dan 

dibahas menggunakan metode analisis teks 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian 

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 



 
 

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang merupakan pejabat polisi negara atau 

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyelidikan adalah proses awal 

sebelum dilakukan penyidikan yaitu serangkaian penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan 

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam 

KUHAP. 

 

Pada tahap penyidikan terdapat ketentuan daluarsa, Pasal 78 dan 79 KUHP dapat 

dijadikan sebagai pedoman dalam daluwarsa penyidikan oleh lembaga kepolisian 

bagi tersangka pidana yang masuk kepadanya, kemudian kepolisian yang telah 

memutus perkara yang masuk kepada wewenangnya merupakan perkara yang 

telah daluwarsa selanjutnya dapat menetapkan SP3. Setelahnya, penyidik 

kepolisian juga wajib memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum supaya 

penuntut umum juga sudah tidak dapat lagi melakukan penuntutan karena telah 

dihentikan penyidikannya oleh lembaga kepolisian karena daluwarsa berdasarkan 

Pasal 109 ayat (2) UU No.8/1981 yang mengacu kepada Pasal 78 dan 79 

KUHP.Selain itu, Akibat hukum yang timbul dengan adanya ketentuan daluarsa 

pada tahap penyidikan yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk 

menuntut dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak 

pidana. Maka terdakwa tidak dapat diajukan ke Pengadilan untuk dilakukan 

proses penuntutan. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Penyidikan, Daluarsanya Penyidikan. 

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya 

sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam 

memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu 

mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan 

negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. pengakuan masa 

daluwarsa memiliki tujuan agar adanya kepastian hukum terhadap penanganan 

suatu perkara. Apabila tidak ada ketentuan yang mengatur masa daluwarsa maka 

ketentuan tersebut menjadi tidak efektif dan sulit dilaksanakan, karena tidak ada 

kepastian bagi masyarakat dalam penyelesaian suatu perkara. 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian 

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang merupakan pejabat polisi negara atau 

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyelidikan adalah proses awal 

sebelum dilakukan penyidikan yaitu serangkaian penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan 

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam 

KUHAP 

Namun agar memiliki kepastian hukum yang lebih kuat, menjadi hal yang urgent 

untuk Untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, maka hendaknya daluarsa 

pada tahap penyidikan perlu dibuatkan aturan yang jelas dan khusus mengenai 

Daluwarsa (Verjaring) untuk memberikan keadilan bagi semua pihak terutama 

kepada korban tindak pidana.dan Apabila telah memiliki hukum yang jelas dan 

tersendiri, maka tentu dalam pelaksanaannya akan menjadi lebih mudah dan 

maksimal, dan yang tidak kalah penting adalah penegak hukum wajib mengetahui 

bahwa ada keadaan-keadaan tertentu seseorang tidak dapat dipidanakan atas 

pelanggaran yang dilakukannya 
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ABSTRACT 

 

Keywords : Legal Certainty, Investigations,  Expired Investigations. 

Legal certainty is the implementation of the law in accordance with the sound so 

that people can ensure that the law is implemented. In understanding the value of 

legal certainty, what must be considered is that this value has a close relationship 

with positive legal instruments and the role of the state in actualizing it in positive 

law. the acknowledgment of expiration has the aim of ensuring legal certainty in 

the handling of a case. If there are no provisions governing the expiry date, these 

provisions will be ineffective and difficult to implement, because there is no 

certainty for the community in resolving a case. 

 

Article 1 point 2 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure 

Code states that an investigation is a series of investigative actions in matters and 

according to the manner stipulated in this law to seek and collect evidence with 

which evidence makes clear the crime that occurred and to find the suspect. 

Investigations are carried out by investigators who are state police officials or 

certain civil servant officials who are given special authority by law to conduct 

investigations. While the investigation is the initial process before an 

investigation is carried out, namely a series of investigators to search for and find 

an event that is suspected of being a crime in order to determine whether or not 

an investigation can be carried out according to the method regulated in the 

Criminal Procedure Code. 

 

However, in order to have stronger legal certainty, it becomes an urgent thing to 

ensure the realization of legal certainty, it should expire at the investigation stage, 

it is necessary to make clear and specific rules regarding expiration (Verjaring) 

to provide justice for all parties, especially victims of crime. and If you already 

have a clear and separate law, then of course the implementation will be easier 

and maximal, and what is no less important is that law enforcers must know that 

there are certain circumstances a person cannot be criminalized for an offense he 

has committed 
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